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KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Sistem
pemerintahan yang dilaksanakan didasarkan atas demokrasi. Dalam
pelaksanaan sistem demokrasi ini, diberlakukan asas otonomi daerah
dan tugas pembantuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat
(2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan”.Pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah
diatur dalam Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan
daerah propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang.

www.peraturan.go.id



No.5659 2

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan
Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus dan istimewa, mengingat karakter khas
sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan
daya juang tinggi. Sebagai pengakuan terhadap keberadaan Aceh
sebagai daerah istimewa dan khusus telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan
kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang meliputi urusan
pemerintah yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu
dalam bidang agama.

Urusan pemerintahan yang bersifat nasional sebagaimana tersebut
diatas termasuk kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan
di bidang pengendalian pembangunan nasional, perimbangan
keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi tinggi
yang strategis, serta konservasi dan standarisasi nasional. Dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat nasional,
Pemerintah menetapkan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan
Aceh serta tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Pemerintahan
Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam penyusunan Peraturan Pemerintah ini, penetapan urusan
pemerintahan yang bersifat nasional di Aceh dilaksanakan berdasarkan
kriteria eksternalitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat
pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan
ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan oleh
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

Penggunaan kriteria akuntabilitas dalam ketentuan ini dimaksudkan
untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau perwakilan
masyarakat mengawasi jalannya urusan pemerintahan sesuai dengan
prinsip demokrasi untuk mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada
rakyat.
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